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ABSTRAK 

 

Permasalahan pertanahan di Provinsi Aceh merupakan isu yang 

selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan 

bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan dan 

semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah 

sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.  

Kondisi organisasi saat ini terkait konflik bidang pertanahan di 

Provinsi Aceh, antara lain banyak perkara yang menyangkut bidang 

pertanahan, terjadinya konflik sosial antara perusahaan perkebunan 

dengan masyarakat, belum jelasnya tapal batas antara kawasan 

hutan dengan APL, tidak adanya bank data alas hak atas tanah non 

sertifikat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan 

alas hak atas tanah. Dari kondisi tersebut makan kondisi yang 

diharapkan meminimalisir perkara yang menyangkut pertanahan, 

meniadakan atau meminimalisir potensi terjadinya konflik antara 

perusahaan perkebunan dengan masyarakat, adanya kejelasan tapal 

batas antara kawasan hutan dengan apl, adanya bank data alas hak 

atas tanah non sertifikat, dan terciptanya kesadaran masyarakat 

dalam mendaftarkan alas hak atas tanah.  

Melalui penyusunan proyek perubahan solusi yang digagas dan 

menjadi terobosan perubahan bagi unit organisasi yaitu Strategi 

pendekatan soft approach dalam penyelesaian konflik bidang 

pertanahan di Provinsi Aceh. 

 

Kata Kunci: pertanahan, konflik dan strategi soft approach  
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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur, Penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan Laporan Proyek Perubahan yang berjudul 

Yusenghan Strategi Pendekatan Soft Approach Dalam Penyelesaian 

Konflik Pertanahan Di Provinsi Aceh. 

Penyusunan Laporan Proyek Perubahan sebagai proses 

pembelajaran dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II 

Angkatan XVIII Tahun 2022 yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan 

Administrasi Lemdiklat Polri.  

Laporan Proyek perubahan ini merupakan sebuah pemikiran 

sebagai salah satu upaya meningkatkan pelayanan publik Subdit II 

Ditreskrimum Polda Aceh, yang diharapkan dapat menjadi faktor 

pendorong dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada 

Polri.  

Laporan Proyek Perubahan ini berhasil project leader selesaikan 

berkat dukungan banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, 

arahan, masukan. Oleh karena itu, kami sampaikan ucapan terima 

kasih yang tulus dari dalam hati kepada:  

1. Irjen Pol Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.M, Kapolda Aceh; 

2. Kombes Pol Ade Harianto, S.H,. MH., Dirreskrimum Polda Aceh; 

3. AKBP Hairajadi, S.H, Wadir Reskrimum Polda Aceh selaku Mentor; 

4. Dr. Ir. Retno Setijowati, M.S., selaku coach yang selalu sabar 

mendengar dan memberikan bimbingan sehingga menyusun 

naskah ini terasa lebih mudah dan ringan; 

5. Seluruh stakeholder, Tim Efektif Proyek Perubahan serta seluruh pihak 

yang turut serta mendukung rancangan proyek perubahan ini;  

6. Keluarga tercinta yang telah mendoakan, memberikan semangat, 

dukungan moril, spiritual dan pengorbanan yang luar biasa dan 

tulus. 
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Kami menyadari bahwa Rancangan Proyek Perubahan ini 

masih belum sempurna. Oleh karena itu masukan dan saran kami 

harapkan demi sempurnanya laporan ini. Semoga Allah Jalla Jalaluh 

senantiasa memberikan kemudahan, kekuatan dan kesehatan di 

setiap upaya untuk memberikan karya yang terbaik bagi bangsa, 

negara dan Polri khususnya. 

 

 

  

Banda Aceh,  .... November 2022 

Peserta 

 

 

 

 

MULIADI, S.H., M.H. 

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73040646 
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BAB I 

PROYEK PERUBAHAN 

 

A. Latar Belakang 

Provinsi Aceh terletak antara 010 58' 37,2" - 060 04' 33,6" lintang 

utara dan 94o 57' 57,6" - 98o 

17' 13,2" bujur timur dengan 

ketinggian rata-rata 125 meter 

di atas permukaan laut. Pada 

tahun 2012 Provinsi Aceh 

dibagi menjadi 18 kabupaten 

dan 5 kota, terdiri dari 289 

kecamatan, 778 mukim dan 6.493 gampong atau desa. 

Luas Provinsi Aceh 5.677.081 ha, dengan hutan sebagai lahan 

terluas yang mencapai 2.290.874 ha, diikuti lahan perkebunan 

rakyat seluas 800.553 ha. Sedangkan lahan perusahaan 

perkebunan (HGU) mempunyai luas areal yaitu 370.000 ha yang 

terdiri dari 180 perusahaan. 

Subdit II Ditreskrimum Polda Aceh merupakan salah satu 

pelaksana tugas pokok Polri yang bertugas melakukan penyelidikan 

dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan harta dan 

benda, bangunan dan tanah di wilayah hukum Provinsi Aceh. 

Personil Subdit II Ditreskrimum Berjumlah 32 personil yang terdiri dari 

pamen 1 personil, pama 5 personil dan bintara sebanyak 26 personil.  

Permasalahan pertanahan di Provinsi Aceh merupakan isu 

yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring 

dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan 

dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh 

tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. 
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Berbagai kasus pertanahan yang disebabkan oleh pengelolaan 

pertanahan dan muncul bersamaan dengan belum terjaminnya 

kepastian hak atas tanah. Berbagai kasus pertanahan di Provinsi 

Aceh cenderung mengalami peningkatan. Pada semester I tahun 

2021 tercatat 25 kasus sedangkan pada semester I tahun 2022 

tercatat 38 kasus (meningkat 65%). 

 

B. Deskripsi Proyek Perubahan 

a. Permasalahan 

1. Masih banyak lahan yang tidak produktif (lahan tidur) di 

wilayah Provinsi Aceh. 

2. Adanya klaim sepihak atas penguasaan tanah akibat dari 

tidak didaftarkannya  bidang tanah yang dikuasai. 

3. Kurang sinergi antar pemangku kepentingan sehingga 

menghambat penyusunan RTRW (rencana tata ruang 

wilayah) di Provinsi Aceh. 

4. Banyaknya perkara yang masuk ke lembaga peradilan yang 

diselesaikan dengan hasil yang kurang memuaskan. 

5. Sering ditemukan hilangnya surat/warkah yang diperlukan 

untuk pembuktian baik di tingkat pemerintahan desa, 

kelurahan, kecamatan dan kantor pertanahan. 

b. Permasalahan Pokok 

Meningkatnya konflik bidang pertanahan di Provinsi Aceh. 

c. Kondisi Saat Ini 

1. Banyak perkara yang menyangkut bidang pertanahan. 

2. Terjadinya konflik sosial antara perusahaan perkebunan 

dengan masyarakat. 

3. Belum jelasnya tapal batas antara kawasan hutan dengan 

APL. 
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4. Tidak adanya bank data alas hak atas tanah non sertifikat. 

5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan alas 

hak atas tanah. 

d. Kesenjangan/Gap 

Belum terselenggaranya: 

1. Inventarisasi / pendataan alas hak atas tanah non sertifikat 

2. Integrasi dan sinkronisasi kewenangan penanganan kasus 

pertanahan. 

3. Giat sosialisasi bersama stakeholder tentang hak dan 

kewajiban pemanfaatan tanah non sertifikat bagi 

masyarakat. 

e. Kondisi Yang Diharapkan 

1. Dapat meminimalisir perkara yang menyangkut pertanahan. 

2. Dapat meniadakan atau meminimalisir potensi terjadinya 

konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat.  

3. Adanya kejelasan tapal batas antara kawasan hutan 

dengan apl. 

4. Adanya bank data alas hak atas tanah non sertifikat. 

5. Terciptanya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan 

alas hak atas tanah.  

f. Beberapa Alternatif Solusi 

1. Membentuk Satgas yustisi terpadu dengan melibatkan 

stakeholder terkait yang memiliki kewenangan khusus 

penanganan perkara di bidang pertanahan. 

2. Membentuk tim efektif inventarisasi pendataan alas hak atas 

tanah non sertifikat (bank data). 

3. Meminta gubernur untuk mengeluarkan kebijakan 

pembentukan satgas yustisi terpadu. 

4. Menyusun MoU dan SOP (Standar Operasional Prosedur). 
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5. Menyusun Qanun (perda) tentang penyelesaian konflik 

pertanahan. 

g. Solusi 

Strategi pendekatan soft approach dalam penyelesaian konflik 

bidang pertanahan di Provinsi Aceh. 

 

C. Analisis Masalah 

Berdasarkan kondisi saat ini, melalui Analisis Urgency, 

Seriousness, Growth (USG) adalah salah satu metode skoring untuk 

menyusun urutan prioritas isu aktual yang harus diselesaikan, 

dengan penentuan prioritas isu aktual berdasarkan tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 Penentuan Prioritas Isu Aktual 

Berdasarkan Kondisi Saat Ini 

No. Kondisi saat ini U S G Jml Rank 

1. 
Banyak perkara yang 

menyangkut bidang pertanahan 
5 5 5 15 1 

2. 

Terjadinya konflik sosial antara 

perusahaan perkebunan dengan 

masyarakat 

5 4 4 13 2 

3. 

Belum jelasnya tapal batas 

antara kawasan hutan dengan 

APL 

4 4 4 12 3 

4. 
Tidak adanya bank data alas hak 

atas tanah non sertifikat 
4 4 3 11 4 

5. 

Kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam 

mendaftarkan alas hak atas 

tanah 

4 3 3 10 5 

 

Matrik analisis USG memberikan hasil bahwa prioritas 

permasalahan yang menduduki peringkat pertama adalah banyak 

perkara yang menyangkut bidang pertanahan. Setelah di dapat 

prioritas permasalahan, selanjutnya menganalisa melalui causal 

tree untuk mendapatkan prioritas alternatif terhadap permasalahan 

yang terjadi, sebagaimana gambar berikut ini. 
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Gambar 1.1 Causal Tree Prioritas Alternatif 

 

D. Tujuan dan Manfaat untuk Organisasi Adaptif 

a. Tujuan 

1. Jangka Pendek (2 Bulan) 

Srategi penyelesaian konflik bidang pertanahan di Provinsi 

Aceh dengan pendekatan soft approach melalui 

pembentukan Satgas Yusenghan (yustisi sengketa lahan). 

2. Jangka Menengah (6 Bulan) 

Pemutakhiran dan inventarisasi pendataan alas hak atas 

tanah non sertifikat. 

3. Jangka Panjang (12 Bulan) 

Terwujudnya strategi penyelesaian konflik bidang pertanahan 

di Provinsi Aceh dengan pendekatan soft approach. 
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b. Manfaat 

1. Internal 

Terciptanya proses penyelesaian tindak pidana konflik bidang 

pertanahan dengan menggunakan restorative justice. 

2. Eksternal 

Terjalinnya kerja sama antara pemangku kepentingan di 

Provinsi Aceh dalam meminimalisir potensi terjadinya konfik 

pertanahan di dalam masyarakat serta adanya wadah 

menginventarisir terhadap alas hak tanah non sertifikat dan 

adanya regulasi dari pemerintah Aceh yang intensive 

memberikan informasi dan himbauan kepada pemilik tanah 

agar di sertifikasi sehingga konflik pertanahan pun dapat di 

hindari. 

 

E. Output dan Outcome 

a. Output 

1. Jangka Pendek (2 Bulan) 

1) Terbentuknya tim efektif 

2) Diperolehnya komitmen dan dukungan stakeholder  

3) Tersusunnya pedoman/petunjuk teknis penyelesaian 

konflik di bidang pertanahan 

4) Tersusunnya Draft Surat Keputusan Gubernur tentang 

pembentukan satgas yustisi terpadu (Yusenghan) 

5) Terlaksananya sosialisasi  

2. Jangka Menengah (6 Bulan) 

1) Terlaksananya pemutakhiran dan inventarisasi pendataan 

alas hak atas tanah non sertifikat yang update 

2) Pengesahan Surat Keputusan Gubernur tentang 

pembentukan satgas yustisi terpadu (Yusenghan) 
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3) Terlaksannya MoU dengan stakeholder 

4) Tersusunnya Rancangan Qanun (perda) tentang 

penyelesaian konflik bidang pertanahan. 

3. Jangka Panjang (12 Bulan) 

1) Pengesahan Qanun (perda) tentang penyelesaian konflik 

bidang pertanahan  

2) Terlaksananya penyelesaian konflik bidang pertanahan di 

Provinsi Aceh 

b. Outcome 

1. Terlaksananya efektifitas pendekatan soft approach dalam 

pencegahan dan penanganan konflik bidang pertanahan di 

Provinsi Aceh. 

2. Terwujudnya penyelesaian konflik bidang pertanahan melalui 

yustisi sengketa lahan di Provinsi Aceh. 

 

 

  



  

8 

BAB II 

LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN 

 

A. Capaian Hasil Implementasi Proper (sesuai tujuan dan milestones 

jangka pendek) 

Tabel 2.1 Capaian Implementasi Proyek Perubahan  

Jangka Pendek (2 bulan) 

No. Tahapan Kegiatan Waktu 
Stakeholder Yang 

terlibat 
Evidence Ket 

1. Persiapan Pembentukan 

tim efektif 

22 Agustus 

2022 

- Personel Subdit 2 

Ditreskrimum. 

- Perwakilan Biro 

Hukum Setda 

Aceh. 

- Analis Hukum 

Pertanahan 

Kanwil BPN 

Aceh. 

- Staf Subbag 

Program Monev 

Data dan 

Informasi 

Distanbun Aceh. 

Surat Perintah 

Kepala 

Kepolisian 

Daerah Aceh 

(lampiran 1)  

Tercapai/ 

Sesuai Target 

Jangka 

Pendek 

2. Pelaksanaan Penyusunan 

Draft SK 

Gubernur dan 

SOP tentang 

pembentukan 

satgas yustisi 

terpadu 

(Yusenghan) 

19 

September 

2022 

- Pesonel Bidkum 

Polda Aceh. 

- Perwakilan Biro 

Hukum Setda 

Aceh. 

- Analis Hukum 

Pertanahan 

Kanwil BPN 

Aceh. 

- Staf Subbag 

Program Monev 

Data Dan 

Informasi 

Distanbun Aceh 

Draft SK 

Gubernur dan 

SOP tentang 

pembentukan 

Satgas 

Yusenghan 

(lampiran 2) 

Tercapai/ 

Sesuai Target 

Jangka 

Pendek 

3.  Mobilisasi 

stakeholder 

3 s.d 7 

Oktober 

2022 

- Kapolda Aceh. 

- Karo Lemdiklat 

Polri. 

- Inspektorat 

Polhukam 

Kemenko 

Polhukam RI. 

- Kepala PPSDM 

Kementerian 

ATR/BPN RI. 

- Kepala Kantor 

Wilayah BPN 

Provinsi Aceh 

- Sekretaris BPI 

Kemendes RI. 

- Sekda Aceh. 

- Kadis LHK Aceh. 

- Ketua MPU 

Aceh. 

- Ketua MAA. 

Pernyataan 

Dukungan 

(lampiran 3) 

Tercapai/ 

Sesuai Target 

Jangka 

Pendek 
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- Kadis 

Pertanahan 

Aceh. 

- Kadistanbun 

Aceh. 

- Dekan Fakultas 

Universitas 

Syiahkuala 

4.  Sosialisasi 17 Oktober  

2022 

- Kasubbid 

multimedia 

Bidhumas Polda 

Aceh. 

- Pengelola 

Bantuan Hukum 

Pada Biro Hukum 

Setda Aceh.  

- Analis Hukum 

Pertanahan 

Kanwil BPN 

Provinsi Aceh. 

- Staf subbag 

program monev 

data dan 

informasi 

Distanbun Aceh. 

- Para Kanit Subdit 

2 Ditreskrimum 

Polda Aceh. 

- Staf bidang 

Pengendalian 

Kerusakan 

Lingkungan 

Dinas Lhk Aceh 

- Staf MPU Aceh 

- Staf sekretaris 

MAA aceh 

- Mahasiswa fisip 

Univ. Malikulsaleh 

- Mahasiswa FSH 

uin arraniry 

- Mahasiswa FH 

univ. Syiah kuala 

- Masyarakat 

umum. 

Undangan 

Daftar Hadir 

Notulen 

Rapat 

Dokumentasi 

(lampiran 4) 

Tercapai/ 

Sesuai Target 

Jangka 

Pendek 

5.  Penyusunan 

Draft MoU 

18 Oktober 

2022 

- Bagkerma Biro 

Ops Polda Aceh 

- Subbidsunluhkum 

Bidkum Polda 

Aceh 

- Biro Hukum 

Setda Aceh 

Draft MoU 

(lampiran 5) 

Tercapai/ 

Percepatan 

Jangka 

Menengah 

6. Monitoring 

dan evaluasi 

 1 

November 

2022 

- Mentor 

- Project Leader 

- Tim Efektif 

Laporan 

(lampiran 6) 

Tercapai/ 

Sesuai Target 

Jangka 

Pendek 

 

B. Deskripsi Kepemimpinan Strategis 

a. Pembentukan Tim Efektif 

Tim Kerja dalam suatu proyek perubahan adalah penentu 

keberhasilan proyek, oleh karenanya seorang pemimpin strategis 



  

10 

diharuskan merancang pembentukan tim yang selanjutnya 

disebut membangun Tim Efektif, yaitu Efektif 

dalam melakukan perubahan. Pada 

tanggal 22 Agustus 2022, project leader 

menginisiasi pembentukan tim efektif 

proyek perubahan yang tertuang dalam Surat Perintah Kepala 

Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Sprin/760/VIII/DIK.2.5./2022. 

b. Penyusunan Draft SOP dan Draft SK Gubernur Tentang 

Pembentukan Satgas Yusenghan 

Senin, 19 September 2022 dilaksanakan rapat penyusunan 

draft SOP dan draft SK Gubernur tentang pembentukan Satgas 

Yusenghan. Pelaksanaan kewenangan 

penanganan konflik/sengketa yang 

dilaksanakan secara terkoordinasi, 

bersinergi serta sebagai narahubung 

antar stakeholder yang sangat responsif 

terhadap permasalahan sengketa/konflik pertahanan, untuk 

mendukung proyek perubahan sangat diperlukan beberapa 

dasar hukum yang harus dibuat antara lain SK Gubernur tentang 

pembentukan Satgas Yusenghan dan stndar operasional 

prosedur (SOP) pelaksanaan tugas Satgas Yusenghan sebagai 

pedoman kerja bagi pelaksana tugas. 

c. Mobilisasi Stakeholder 

Pada tanggal 3 s.d 7 Oktober 2022 dilaksanakan mobilisasi 

stakeholder proyek perubahan, hal tersebut dilakukan guna 

membangun komitmen baik dari stakeholder internal dan 

eksternal maka dilaksanakan mobilisasi stakeholder agar di 

dapat suatu kesepakatan bersama dan dukungan stakeholder 
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terhadap keberhasilan tujuan proyek perubahan. Adapun 

dukungan stakeholder diperoleh dari: 

1. Irjen Pol Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.M Jabatan Kapolda Aceh. 

2. Brigjen Pol Drs. Susilo Teguh Rahardjo, M. Si Jabatan Karo 

Lemdiklat Polri. 

3. Brigjen TNI Fauzi Rusli, S.H., CGCAE Jabatan Inspektorat 

Polhukam Kemenko Polhukam RI. 

4. Dr. Agustyarsyah, S. SiT., S.H., M.P. Jabatan Kepala Kepala 

PPSDM Kementrian ATR/BPN RI. 

5. Dr. Mazwar, SH., M.Hum. Jabatan Kepala Kantor Wilayah BPN 

Provinsi Aceh 

6. Ir. Razali, M.Si Jabatan Sekretaris BPI Kemendes RI. 

7. Bustami S.E,. M. Si Jabatan Sekda Aceh. 

8. Hanan, S.P., M.M Jabatan Kadis LHK Aceh. 

9. Tgk. H. Faisal Ali Jabatan Ketua MPU Aceh. 

10. Tgk. Yus Dedi Jabatan Ketua MAA. 

11. Ir. Sunarwadi, M. Si Jabatan Kadis Pertanahan Aceh. 

12. Ir. Cut Huzaimah Jabatan Kadistanbun Aceh. 

13. Dr. M. Gaussyah, SH.,MH. Jabatan Dekan Fakultas Universitas 

Syiahkuala 

d. Sosialisasi  

Dalam rangka pelaksanaan strategi marketing sektor 

publik akan kebermanfaatan proyek 

perubahan maka project leader 

melaksanakan kegiatan sosialisasi 

kepada stakeholder internal dan eksternal 

pada tanggal 17 Oktober 2022. Kegiatan 

ini dilaksanakan melalui Rapat koordinasi dan Focus Group 



  

12 

Discussion Penanganan Penyelesaian konflik pertanahan di 

Aceh dengan soft approach. 

e. Penyusunan Draft Mou 

Pada tanggal 18 Oktober 2022 dilaksanakan penyusunan 

draft MoU. Maksud dan tujuan dari penyusunan draft nota 

kesepahaman antara Polda Aceh dan Pemerintah Aceh adalah 

sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam 

melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi 

mengoptimalkan penanganan sengeta/konflik pertanahan di 

Aceh. 

f. Monitoring Dan Evaluasi 

Dipenghujung pelaksanaan tahapan strategis jangka 

pendek dilaksanakan rapat internal monitoring dan evaluasi 

pada tanggal 1 November 2022. Bahwa pelaksanaan kegiatan 

proyek perubahan yang digagas 

oleh Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda 

Aceh merupakan sebuah formula 

yang efektif untuk mencegah, 

menimialisir serta menyelesaikan sengketa/konflik pertnahan 

yang erjadi di Aceh. 

 

C. Implementasi Strategi Marketing 

a. Dukungan stakeholders 

Dukungan stakeholder sebelum proyek perubahan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Dukungan Stakeholder Sebelum Pelaksanaan Proyek 

Perubahan 

Sedangkan pada pelaksanaan proyek perubahan 

dukungan stakeholder dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Dukungan Stakeholder Sesudah Pelaksanaan Proyek 

Perubahan 
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b. Strategi Komunikasi Stakeholders 

Keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan 

YUSENGHAN, STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM 

PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI PROVINSI ACEH, 

membutuhkan adanya dukungan dari berbagai stakeholder 

yang telah dipetakan, masing-masing stakeholder memiliki 

karakteristik kepentingan dan pengaruh. karena itu dibutuhkan 

strategi komunikasi melalui pendekatan dialog strategis yang 

efektif kepada masing-masing stakeholder proyek perubahan, 

adapun strategi komunikasi yang diterapkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Strategi Komunikasi 

 

c. Strategi Marketing 

Implementasi strategi marketing yang diterapkan pada 

proyek perubahan dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 2.4 Strategi Marketing 

Deskripsi brand proyek perubahan sebagai berikut: 
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d. Diseminasi dan Publikasi Proyek Perubahan 

Desiminasi dan publikasi terhadap proyek perubahan 

yang dilakukan oleh project leader 

yaitu melalui pelaksanaan mobilisasi 

stakeholder, FGD, sosialisasi dan 

mempersiapkan sarana prasarana 

sekretariat satgas Yusenghan yang bertempat di Polda Aceh.      

           Selain  itu  sebagai  upaya  penerapan  dan  

pelaksanaan  proyek  perubahan  strategi  pendekatan  soft  

approach  dalam  penyelesaian  konflik  pertanahan  di  Provinsi 

Aceh,  di  penghujung  bulan  oktober  melaksanakan  kegiatan 

sebagai berikut: 

1.  Penyelesaian   sengketa   lahan dengan Restorative Justice 

yang terjadi di Desa Puuk Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar yang 

merupakan  Proyek  Strategis  nasional  (PSN).  yang  mana 

sengketa tersebut terjadi antara Warga Desa Puuk dengan PT. 

Hutama Karya, sebagai Pelaksana pembangunan Proyek Jalan 

Tol Ruas Sigli - Banda Aceh.

2.  Penyelesaian  sengketa  lahan  dengan  Restorative  Justice 

yang terjadi  di  Desa Napai  Kec.  Woyla barat Kab. Aceh Barat 

antara  PT.  PAAL  (PT.  Prima  Agro  Aceh  Lestari)  dengan  Koprasi 

Produsen Jaya Beusare dengan Luas lahan 121,24 Hektar.

3.  Penyelesaian   sengketa  lahan  dengan  Restorative  Justice 

yang terjadi di Desa Suyo Paloh Kec. Padang Tiji Kab. Pidie yang

 merupakan  Proyek  Strategis  nasional  (PSN).  yang  mana 

sengketa  tersebut  terjadi  antara  Sdri.  Tamimah  dengan  PT. 

Hutama Karya sebagai Pelaksana pembangunan Proyek Jalan 

Tol Ruas Sigli - Banda Aceh.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Pengecekan  tkp  sengketa  lahan  di  PSN  (Proyek 

     Strategis nasional) pada jalan tol sibanceh.

5. Pengecekan tkp sengketa lahan di areal kebun sawit 

6.  Pengecekan  tkp  sengketa  lahan  di  PSN  (jalan tol 

     sibanceh) yg   dipagar oleh masyarakat 

7. Mediasi sengketa lahan yg melibatkan perangkat desa
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e. Pemanfaatan sumber daya organisasi 

Dalam proyek perubahan, kegiatan ini harus di tata dan di 

kelola dengan baik, untuk itu pemanfaatan sumber daya 

organisasi yang merupakan bagian dari tim efektif sangatlah 

penting. Adapun pemanfaatan sumber daya organisasi dapat 

dilihat pada gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Struktur Tim Efektif 

Struktur tim efektif memiliki tugas dan kewenangannya 

masing-masing, diantaranya sebagai berikut : 

1) Mentor 

- Bertindak sebagai pembimbing dan pengawas project 

leader secara profesional serta berperan sebagai inspirator 

- Memberikan dukungan penuh dalam merancang dan 

melaksanakan proyek perubahan 

- Memberikan bimbingan dalam mengatasi kendala yang 

muncul selama proses pelaksanaan proyek perubahan 
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2) Coach 

- Memberikan motivasi, arahan dan bimbingan dalam 

menyusun dan melaksanakan proyek perubahan 

- Melakukan monitoring dan komunikasi kepada peserta 

selama tahap taking ownership dan selama tahap laporan 

kepemimpinan baik secara langsung maupun via media 

elektronik. 

- Memberikan masukan kepada peserta terkait pelaksanaan 

proyek perubahan serta permasalahan yang timbul sebatas 

kewenangan coach. 

3) Project Leader 

- Mempersiapkan dokumen dan rencana jadwal proyek 

perubahan 

- Melakukan diskusi pelaksanaan proyek perubahan secara 

aktif dengan mentor dan coach serta mengikuti arahan dan 

masukan 

- Melakukan komunikasi dengan stakeholder  

- Melaksanakan tahapan proyek perubahan 

- Membuat laporan pelaksanaan proyek perubahan kepada 

penyelenggaraan 

4) Tim Efektif 

1) Membantu penyusunan proyek perubahan sebagai tenaga 

teknis pendukung pelaksanaan proyek perubahan 

2) Membantu penyusunan proyek perubahan sebagai tenaga 

administrasi pendukung pelaksanaan proyek perubahan. 

3) Membantu pelaksanaan proyek perubahan sebagai 

stakeholder ekternal dalam penyelesaian konflik bidang 

pertanahan 
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D. Keberlanjutan Proyek Perubahan 

a. Dukungan Mentor untuk keberlanjutan Proyek Perubahan 

Adapun dukungan keberlanjutan proyek perubahan akan 

ditindaklanjuti pada rencana strategis jangka menengah dan 

jangka panjang. 

b. Rencana implementasi jangka menengah dan jangka panjang 

Tabel 2.2 Tahapan Perubahan Rencana Srategis (6 Bulan) 
 

No. Tahapan Waktu Output 
Penanggung 

jawab 

Bukti 

kelengkapan 

1. Pemutahiran 

Data Alas Hak 

Atas Tanah Non 

Sertipikat 

November 

2022 s.d 

Januari 

2023 

Tersusunnya 

data 

Project 

Laeder 

Tim Efektif 

Data Alas 

Hak Atas 

Tanah Non 

Sertipikat 

3. Pengesahan 

SOP dan SK 

Gubernur 

Tentang 

Pembentukan 

Satgas 

Yusenghan 

Januari 

2023 

Tersusunnya 

SOP 

penanganan 

kasus 

Yusenghan                

Mentor 

Project 

Leader 

Tim Efektif 

SK Gubernur 

4. Pelaksanaan 

MoU Dengan 

Stakeholder 

Februari 

2023 

Penanda 

tangan 

kerjasama 

Mentor 

Project 

Laeder 

Tim Efektif 

Stakeholder 

Dokumentasi 

Naskah 

kerjasama 

5. Penyusunan 

draft Qanun 

(Perda) 

Tentang Satgas 

Yusenghan 

Maret 2023 Tersusunnya 

draft Qanun 

(Perda) 

Tentang 

Satgas 

Yusenghan 

Mentor 

Project 

Laeder 

Tim Efektif 

Stakeholder 

Draft Qanun 

(Perda) 

6. Penerapan 

pendekatan 

soft approach  

Maret s.d 

April 2023 

Efektifitas 

pendekatan 

soft 

approach 

Project 

Laeder 

Tim Efektif 

Satgas 

Terpadu 

Dokumentasi 

Notulensi 

7. Monitoring dan 

Evaluasi 

April 2023 Perbaikan Mentor 

Project 

Laeder 

Tim Efektif 

Notulensi 

 

Tabel 2.3 Tahapan Perubahan Rencana Srategis (12 Bulan) 

No. Tahapan Waktu Output 
Penanggung 

jawab 

Bukti 

kelengkapan 

1. Pengesahan 

Qanun (Perda) 

Tentang Satgas 

Yusenghan 

Mei 

2023 s.d 

Februari 

2024 

Tersedian 

Kebijakan 

Strategis 

Mentor 

Project 

Laeder 

Tim Efektif 

Stakeholder 

Qanun 

(Perda) 

Tentang 

Satgas 

Yusenghan 
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2. Implementasi 

Penyelesaian 

konflik 

pertanahan 

berkelanjutan 

Juni 

2023 s.d 

Maret 

2024 

Efektifitas 

penddekatan 

soft 

approach 

Penyelesaian 

konflik 

Project 

Laeder 

Tim Efektif 

Satgas 

terpadu 

Laporan 

3. Monitoring dan 

evaluasi 

April 

2024 

Perbaikan Mentor 

Project 

Laeder 

Tim Efektif 

Notulensi 

 

E. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar 

Dalam Implementasi Proyek Perubahan terdapat beberapa 

langkah yang dilakukan dalam proses pemberdayaan organisasi 

pembelajar, yaitu:       

a. Pengembangan Organisasi Pembelajar (Individu) 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan 

kunci keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini perlu disadari, 

karena manusia merupakan subjek dan sekaligus objek dalam 

pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan 

Sumber Daya Manusia diarahkan untuk menjadi manusia yang 

benar-benar mampu dan memiliki etos kerja produktif, trampil, 

kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu 

memanfaatkan, mengembangkan, menguasai ilmu dan 

teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan 

pembangunan nasional. 

Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Lembaga 

Administrasi Negara No 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan 

Kompetensi Pegawai Sipil Negara telah mengamanatkan 

pentingnya Pengembangan Kompetensi ASN.  

Untuk dapat meningkatkan kompetensi aparatur 

pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan harus diarahkan 

kepada upaya: 
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1. Peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang 

berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan 

negara dan tanah air; 

2. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial dan atau 

kepemimpinan; 

3. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas pelaksanaan 

tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan 

bertanggungjawab sesuai dengan lingkungan kerja dan 

organisasinya. 

Agar tercapainya sasaran pengembangan kompetensi 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan, terkait keiukutserta 

pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII 

yang diselenggarakan Lemdiklat Pusdikmin Polri bekerja sama 

dengan Lembaga Administrasi Negara, sebagai wujud dari 

pemberdayaan organisasi pembelajar individu, telah mengikuti : 

1. Pelatihan Membangun kerjasama yang strategis dengan 

Instasi Lain untuk Menuju Polri yang Presisi pada 28 Agustus 

2022 yang diselenggarakan Jogja Smart Indotama.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Workshop Konseptuallisasi dan Penyusunan Indeks 

Profesionalitas Anggota Polri pada tanggal 31 Agustus s.d 2 
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September 2022 yang diselenggarakan Bidang Sumber Daya 

Manusia Kepolisian Republik Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Webinar strategi kolaborasi pemerintah dalam penguatan 

kemandirian untuk membangun daya saing daerah pada 

tanggal 11 OKtober 2022 yang diselenggarakan oleh 

Puslatbang PKASN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pengembangan Organisasi Pembelajar (Organisasi) 

Perbaikan secara terus menerus atau continuous 

improvement telah menjadi tuntutan bagi setiap organisasi saat 

ini. Berbagai organisasi berusaha memperbaiki diri agar tidak 

tertinggal dengan perkembangan dunia yang semakin maju 

dan mengglobal. Hal ini harus menjadi perhatian bagi sebuah 

organisasi, gaya organisasi perintah atau komando menjadi 

sharing atau partisipatif. Organisasi harus memberikan 
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kesempatan bagi anggotanya untuk selalu belajar dan 

berkembang sehingga dapat memberikan dampak positif bagi 

organisasi tersebut. Salah satu strategi yang harus dilakukan 

adalah mengembangan learning organization. 

Learning Organization atau organisasi pembelajar 

pertama kali dipopulerkan oleh Peter Senge dalam bukunya The 

Fifth Discipline (1990). Menurut Sengen, keberhasilan suatu 

organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam 

mengembangkan institusinya menjadi organisasi pembelajar. Di 

dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa organisasi 

pembelajar merupakan wadah bagi orang-orang yang terus 

menerus meningkatkan kapasitasnya untuk menciptakan hasil 

yang benar-benar diharapkan. Idealnya di dalam organisasi 

pembelajar, setiap individu mampu mengembangkan berbagai 

pemikiran barunya, bebas menyampaikan aspirasinya, dan 

bagaimana masing-masing individu terus belajar bagaimana 

belajar bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut, Senge 

menyarankan penggunaan 5 komponen teknologi, yaitu: 

pemikiran sistem, penguasaan pribadi, model mental, visi 

bersama dan pembelajaran tim. 

Adapun bentuk pengembangan organisasi pembelajar, 

pada proyek perubahan, sebagai berikut: 

1. Menyamakan persepsi, pemahaman kepada Personil, 

stakeholder internal dan eksternal bahwa proyek perubahan 

yang dilakukan sangat penting dalam upaya penanganan 

sengketa/konflik pertanahan di Aceh.  
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2. Melakukan koordinasi, asistensi, sinergi, kolaborasi dan 

pendampingan terus menerus dengan stakeholder lain, baik 

pemerintah pusat dan daerah, untuk mendapatkan 

dukungan. 

 

 

 

 

 

3. Transfer Knowledge, dalam proses mencapai tujuan bersama, 

setiap anggota tim efektif baiknya memiliki pemahaman 

yang sama akan situasi, kondisi dan informasi yang terjadi 

dalam tim sehingga tidak ada yang tertinggal dan dapat 

maju bersama. 

 

 

 

 

 

4. Mentoring, dalam memperlajari hal baru, tentu masih butuh 

oran lain untuk mendapat arahan saat kita bertemu masalah 

dan belum tahu jalan keluarnya. Selain itu, dalam proses 

mempelajari hal baru kita hendaknya mau mendengarkan 
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saran dan masukan orang lain seperti dalam sesi koordinasi, 

konsultasi bahkan dalam upaya memobilisasi stakeholder.  

 

F. Pemanfaatan mata pelatihan pilihan untuk implementasi Proyek 

Perubahan 

a. Manajemen Pemerintah 

Manajemen Pemerintahan Konteks bernegara, setiap 

organisasi apapun itu bentuknya harus memiliki visi dan misi yang 

harus sejalan dengan tujuan nasional, yaitu selalu mengarahkan 

pada peningkatakan kualitas manusia dan masyarakat 

Indonesia agar makin maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila. 

Salah satu tantangan dalam menghadapi perkembangan 

jaman saat ini adalah bagaimana mensikapi era kemajuan yang 

serba canggih dan selalu berubah yang lebih dikenal dengan 

VUCA word. 

VUCA yang merupakan singkatan dari Volatile 

(bergejolak), Uncertain (tidak pasti), Complex (kompleks), dan 

Ambigue (tidak jelas) merupakan gambaran situasi di dunia 

bisnis di masa kini yang berimbas pada manajemen 

pemerintahan,  Volatility berarti sebuah perubahan dinamika 

yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti sosial, ekonomi 

dan politik. Uncertainty bermakna sulitnya memprediksi isu dan 

peristiwa yang saat ini sedang terjadi. Complexity adalah 

adanya gangguan dan kekacauan yang mengelilingi setiap 

organisasi. Ambiguity didefinisikan sebagai beban berat realitas 

dan makna yang berbaur dari berbagai kondisi yang ada atau 

sebuah keadaan yang terasa mengambang dan kejelasan 

masih dipertanyaakan, Bob Johansen, dari Institute for the Future, 

mengadaptasi VUCA untuk dunia bisnis dalam bukunya tahun 
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2009, Leaders Make the Future. Ia mengusulkan kerangka kerja 

yang dapat digunakan untuk menanggapi ancaman VUCA, 

yang disebut VUCA Prime, yaitu Vision (buatlah visi yang jelas), 

Understanding (Pahami situasi), Clarity (Komunikasi dan 

kolaborasi), Agility (Lincah Mengelola organisasi). 

UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayan Publik, yaitu; 

Partisipatif, Transparan, Responsif, Tidak Diskriminatif, mudah dan 

murah, efaktif dan efisien, Aksesibel, Akuntabel, berkeadilan 

mengamanatkan agar organisasi pemerintah terus berbenah 

dan melakukan inovasi di berbagai sektor publik, untuk 

beradaptasi dengan zaman. Seringkali para aparatur 

pemerintah melakukan maladministrasi, yang disebabkan oleh 

kurangnya pengetahuan dalam menerapkan tugas pokok dan 

fungsinya. Oleh karenanya, para aparatur pemerintah perlu 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam hal 

mengelola organisasi, salah satunya tentang bagaimana 

berkolaborasi dengan stakeholder untuk mencapai tujuan. 

Selain itu para aparatur dituntut untuk mampu menyusun 

perencanaan hingga evaluasi yang beradaptasi dengan 

perkembangan jaman di era digital ini.  

Untuk mengurangi angka kejadian maladministrasi di 

dalam manajemen pemerintahan harus direncanakan 

manajemen sebaik-baiknya dengan menerapkan fungsi pokok 

manajemen yaitu Planning (perencanaan), Organizing 

(pengorganisasian), Actuating (penggerakan), Controlling 

(pengawasan). Sebagai pemimpin agile harus mampu 

memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, mampu 

melakukan kolaborasi, bersinergi seta memanfaatkan sumber 

daya yang ada di masyarakat. 
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Aplikasi manajemen pemerintah dalam proyek 

perubahan antara lain melalui koordinasi dan mobilisasi 

stakeholder eksternal antara lain Kapolda Aceh, Karo Lemdiklat 

Polri, Inspektorat Polhukam Kemenko Polhukam RI, Kepala PPSDM 

Kementerian ATR/BPN RI, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi 

Aceh, Sekretaris BPI Kemendes RI, Sekda Aceh, Kadis LHK Aceh, 

Ketua MPU Aceh, Ketua MAA, Kadis Pertanahan Aceh, 

Kadistanbun Aceh, dan Dekan Fakultas Universitas Syiahkuala. 

b. Anti Korupsi 

Integritas merupakan sebuah tolok ukur fundamental 

untuk kepemimpinan dalam mencegah anti korupsi. Dengan 

demikian seorang pemimpin harus memimpin dengan integritas, 

kejujuran dan berpegang pada nilai-nilai organisasinya. 

Kepemimpinan yang konsisten menunjukkan keteladanan 

dalam mempengaruhi orang lain berarti memberikan daya 

dorong untuk memotivasi dirinya dalam membangun integritas, 

yang secara tak langsung mendorong orang lain untuk 

memahami secara mendalam prinsip dalam 

menumbuhkembangkan integritas yang kita sebut dengan 

prinsip pertama adalah menumbuh kembangkan kepercayaan 

dan keyakinan dalam merubah kesadaran inderawi ke tingkat 

yang lebih baik; prinsip kedua adalah memberi saling 

menghormati dan menghargai orang lain; prinsip ketiga adalah 

memiliki kemampuan dalam kedewasaan rohaniah, sosial, 

emosional dan intelektual. 

Integritas kepemimpinan merupakan salah satu atribut 

terpenting/kunci yang harus dimiliki seorang pemimpin. Integritas 

merupakan suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam 

tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, 
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prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang 

dihasilkan. Dalam kata integritas terkandung suatu komitmen 

mendalam terhadap hal yang benar, alasan yang benar, tidak 

peduli pada situasi-kondisi yang dihadapi oleh sang pemimpin. 

Adapun Instrumen dalam membangun Integritas antara lain: 1) 

Rule Based; 2) Value based; 3) Culture based dan 4) Instrumen 

dalam Birokrasi. Orang yang hidup dengan integritas itu tidak 

korup dan tidak akan mau dan mampu untuk mematahkan 

kepercayaan dari mereka yang menaruh kepercayaan kepada 

dirinya sebagai seorang pemimpin. 

Dengan adanya satgas yusenghan dalam proyek 

perubahan maka perkara-perkara yang dilaporkan oleh 

masyarakat akan diselesaikan dengan restorative justice 

sehingga dapat meminimalisir dan mencega prilaku anggota 

yang korup. 

c. Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional  

Perencanaan merupakan salah satu tahapan penting 

dalam pembangunan daerah. Perencanaan yang baik dapat 

menjadi awal mula dari kegiatan pembangunan daerah yang 

berkelanjutan. Karena dengan perencanaan kegiatan yang 

baik, tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan 

perencanaan yang lebih optimal sehingga menciptakan 

pembangunan yang berkelanjutan.  

Disamping perencanaan, yang tidak kalah penting dalam 

pembangunan daerah adalah penganggaran pembangunan 

daerah. Perancanaan dan penganggaran adalah dua hal yang 

harus saling mendukung dan sinkron. Perencanaan 

pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik, apabila 

didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai, dan 

29 



  

alokasi pendanaan yang adil dan merata, serta terukur dengan 

jelas.  Ini menandakan bahwa dalam penganggaran daerah, 

paradigama penilaian kinerja perangkat daerah menjadi satu 

satu dimensi utama untuk menilai efisiensi dan efektifitas 

pengelolaan anggaran publik, termasuk proses perencanaan 

anggaran pada tingkat PD yang diberi kewenangan untuk 

melakukan alokasi penganggaran.  

Dengan ada satgas yusenghan dapat mendukung 

pembangunan nasional. Misalnya ada sengketa di area 

pembangunan jalan tol. Melalui peran satgas, maka permasalah 

tanah di jalan tol (konflik di bidang pertanahan) dapat 

diselesaikan sehingga dapat mendukung pembangunan 

nasional.  

 

G. Lesson Learn 

Terdapat banyak pembelajaran yang amat berharga dalam 

pelaksanaan Proyek Perubahan ini, diantaranya adalah; 

a. Sebagai seorang pemimpin strategis unit kerja organisasi di 

dalam merumuskan sebuah gagasan/ide inovasi harus 

senantiasa melakukan koordinasi, diskusi dan audensi, baik 

melalui forum diskusi kecil, (Focus Grup Discussion), atau melalui 

rapat kerja dengan semua stakeholder terkait, untuk 

mendengarkan ide atau saran masukan dari semua level dari 

atas sampai bawah, hal ini tentunya akan melahirkan sebuah 

gagasan/ide yang akan didukung oleh semua stakeholder 

terkait dalam implementasinya.  

b. Menanamkan integritas kepemimpinan yang tinggi pada setiap 

program yang telah direncakan merupakan kunci keberhasilan 

untuk mencapai target secara optimal, sesuai dengan timeline 

yang telah dibuat.   
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c. Dibutuhkan komitmen yang kuat, dan tanggung jawab bersama 

untuk menjaga agar setiap tahapan proyek perubahan ini 

berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, hal ini dirasa 

dapat meminimalisir resiko yang tidak diinginkan.  

d. Kolaborasi, koordinasi dan komunikasi efektif antar unsur 

Pentahelix terkait (Stakeholder Pemerintah, Pelaku Usaha, dan 

Masyarakat) merupakan salah satu kunci keberhasilan di dalam 

melakukan sebuah Inovasi dalam sebuah organisasi, sehingga 

banyak hal menjadi lebih mudah, bisa berjalan sesuai dengan 

apa yang direncanaan.   
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BAB III 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pelaksanaan tahapan strategis jangka pendek 

(2 bulan) yang telah dilaksanakan per September sampai dengan 

November 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Terbentuknya tim efektif 

b. Terlaksananya penyusunan draft sop dan draft sk gubernur 

tentang pembentukan satgas yusenghan 

c. Terlaksananya dukungan dan mobilisasi stakeholder 

d. Terlaksananya sosialisasi giat 

e. Terlaksananya penyusunan draft mou 

f. Monitoring dan evaluasi 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan proyek perubahan ini, 

maka saran dalam upaya tindak lanjut keberhasilan dari proyek 

perubahan sebagai berikut : 

a. Dibutuhkan konsistensi dukungan stakeholder terkait agar 

kegiatan proyek perubahan ini dapat berkelanjutan sesuai 

dengan harapan. 

b. Dibutuhkan masukan pemikiran atas langkah strategis dan teknis 

yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan proyek 

perubahan jangka menengah dan jangka panjang. 
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